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WALIKOTA PEKALONGAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 5, TAHUN 2012 

TENTANG 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

Mernrnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALJKOTA PEKALONGAN, 

a. bahwa da1arn rangka rnernberikan kepasllan hukurn dan 
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh 
penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah 
kedaluwarsa perlu rnengatur ketentuan rnengena1 Tata Cara 
Penghapusan PaJak Burn, dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana d1rnaksud dalarn 
huruf a dan dalam rangka rnelaksanakan ketentuan dalarn Pasal 
24 ayat (5) Peraturan Daerah Nornor 8 Tahun 2011 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per1u 
rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Penghapusan P1utang PBB, 

1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1945, 

~ Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang pernbentukan 
Daerah Kola Besar Dalarn Ungkungan Provinsi Djawa Timur, 
Diawa Tengah, Djawa Baral dan Daerah lstirnewa JogJakarta, 
sebaga1rnana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 13 
Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nornor 16 dan 
17 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Kota-kota Besar dan Kota­
kota Ketjil di Djawa ( Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nornor 40, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk 
Indonesia Norn or 551 ); 

3 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernermtahan 
Daerah ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437), 
sebaga1rnana telah d1ubah beberapa kali terakh1r dengan 
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Menetapkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentangPemenntahan Daerah ( Lembaran Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4844 ), 

4 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 
W1layah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan. Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah T1ngkat II 
Batang ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 3381 ), 

5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
( Lembaran Oaerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8 ), 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN 
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wahkola ini yang d1maksud dengan 

I Daerah adalah Kota Pekalongan 

2 Pemenntah Daerah adalab Walikota dan Perangkal Daerah sebaga, unsur 
penyelenggara Pemennlah Daerah Kola Pekalongan 

3 Wahkota adalah Wahkola Pekalongan 

4 01nas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah adalah O,nas 
Pendapalan. Pengelolaan Keuangan Dan Asel Daerah Kola Pekalongan 

5 Ptulang Pbb yang sudah kedaluwarsa adalah p,utang PBB yang jangka waklunya 
sudah melampau, waktu 5 (hma) lahun terh,tung sejak saat lerutangnya paJak, 
kecuah apabila waj1b pajak melakukan 1,ndakan p1dana d1b1dang perpajakan 
daerah 

6 Pajak Bum, dan Bangunan selanjulnya d1s1ngkal PBB adalah pajak atas Bum, 
dan/atau Bangunan yang d1m1liki, d1kuasai, dan/atau d1manfaatkan oleh orang 
pnbad, alau Bad an 

7 Pemenksaan adalah serangka,an keg,atan mengh,mpun dan mengolah 
data,keterangan. dan/atau buktt yang d1laksanakan secara obJekttf dan profes,onal 
berdasarkan sualu standar pemenksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajtban perpajakan daerah dan/atau lujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraluran perundang-undangan perpajakan daerah 

8 Pajak Daerah, yang selanjutnya d1sebut Pajak, adalah kontribus, wa11b kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pnbad, atau badan yang bers,fal memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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Menelapkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
lenlangPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ), 

4 Peraturan Pemennlah Nomor 21 Tahun 1988 tenlang Perubahan 
Wtlayah Kotamadya Daerah Tmgkat II Pekalongan, Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkal II 
Batang ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3381 ). 

5 Peraluran Daerah Kola Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 
tentang PaJak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
( Lembaran Daerah Kola Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN 
PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran Wahkola ,ni yang d1maksud dengan 

I. Daerah adalah Kola Pekalongan 

2 Pemennlah Daerah adalah Walikola dan Perangkat Daerah sebagat unsur 
penyelenggara Pemennlah Daerah Kota Pekalongan 

3 Wahkota adalah Wahkola Pekalongan. 

4 Dmas Pendapalan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah adalah D,nas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asel Daerah Kola Pekalongan 

5 P,utang Pbb yang sudah kedaluwarsa adalah piulang PBB yang Jangka waktunya 
sudah melampau, waktu 5 (lima} tahun terh1tung seJak saat terutan9nya paJak 
kecuali apab1la wa11b paJak melakukan t,ndakan pidana dib1dang perpaJakan 
daerah 

6 Pajak Bumi dan Bangunan selanJutnya disingkat PBB adalah paJak alas Burnt 
dan/alau Bangunan yang d1mtliki, d ,kuasa,. dan/alau d1manfaatkan oleh orang 
pnbad, atau Sadan 

7 Pemeriksaan adalah serangkatan keg,alan mengh,mpun dan mengolah 
data keterangan dan/atau buklt yang d1laksanakan secara obJekl1f dan profes,onat 
berdasarkan sualu slandar pemenksaan untuk menguJt kepatuhan pemenuhan 
kewa11ban perpaJakan daerah dan/atau lujuan la,n dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

8 PaJak Daerah, yang selan1utnya disebul PaJak adalah kontnbus, waJtb kepada 
Daerah yang terutang oleh orang pnbadi atau badan yang bers,fat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang. dengan lldak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan d1gunakan untuk keperluan Daerah bag, sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat 

9 Penanggung Pajak adalah orang pnbadi atau badan yang bertanggun91awab alas 
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuh, 
kewaj1ban waj1b pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan 

10 Wajtb Pajak adalah orang pnbad, atau Sadan, mehput, pembayar pajak. pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunya, hak dan kewaj1ban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

11 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjulnya d,singkat SKPD PBS, adalah surat 
setoran pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang 

12 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan 
yang selanjulnya d1s1ngkat SKPDKB PBS adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak. jumlah kred1t pajak, jumlah kekurangan 
pembayaran pokok pajak besarnya sanks1 administrat,f dan jUmlah pajak yang 
mas,h harus d1bayar 

13 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bum, dan Bangunan 
Perkotaan, yang selanjutnya dismgkat SKPDKBT PBS, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan alas jumlah pajak yang telah d1tetapkan 

14 Surat Tag1han Pajak Daerah Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan, yang 
selanjutnya d,smgkat STPD PBB, adalah surat untuk melakukan tag,han pajak 
dan/atau sanks, administrat,r berupa bunga dan/atau denda 

15 Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 
tuhs, kesalahan h1tung. dan/atau kekehruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat Pembentahuan Pajak Terutang Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan. Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah N1hil Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat 
Tagihan Pajak Daerah Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan 
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan 

I h. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan alas keberatan terhadap Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan, Surat Ketetapan 
PaJak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan 
Surat Ketetapan Pajak Daerah N1hll Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bum, dan Bangunan Perkotaan, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh p1hak ket1ga yang d1ajukan oleh Waj1b 
Pajak 

BAB II 

KEDALUWARSA 

Pasal 2 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka 
waktu 5 11,mal tahun terh,tuna seiak saat terutanonva oa,ak kecuah aoablla Wa11b 
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PaJak melakukan t1ndak p1dana d1 bidang PerpaJakan Daerah; 

(2) Kedaluwarsa penag1han Pa1ak sebag1mana d1maksud pada ayat (1) tertangguh 
apab1la : 
a d1terb1tkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau 
b ada Pengakuan utang paJak dan WaJ1b PaJak ba1k langsung maupun hdak 

langsung 

(3) Dalam hal d1terb1tkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebaga1mana d1maksud 
pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penag1han dih1tung seJak tanggal penyampa1an 
Surat Paksa tersebut 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b adalah Wa11b Pajak dengan kesadarannya menyatakan mas1h mempunya1 
utang paJak dan belum melunasmya kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat d1ketahui dari pengaJuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wa11b Pajak . 

BAB Ill 

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA 

Pasal 3 

(11 Wahkota dapat menghapuskan p1utang PaJak Daerah d1karenakan hdak b1sa 
tertagih dan sudah kedaluwarsa 

(21 Penghapusan P1utang paJak sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) d1lakukan oleh 
Wahkota berdasarkan perrt1ohonan penghapusan piutang paJak oleh Kepala 
DPPKAD 

(3) Permohonan penghapusan p1utang sebaga,mana d1maksud pada ayat (2) paling 
sed1k1t memuat 

a nama dan alamat wa11b pajak 

b JUmlah p1utang paJak, 

c tahun paJak, 

d alasan penghapusan p1utang paJak 

(4) P1utang PaJak yang dapat d1hapuskan sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) 
adalah 

a SPPT PBS, 

b SKPD PBB. 

c STPD PBS. 

d SKPDKB PBS 

e SKPDKBT PBB, 

Surat Keputusan Pembetulan. Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 
Banding yang menyebabkan jumlah paJak yang harus d1bayar bertambah, atau 
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g Objek pajak yang berdasarkan peneht,an t1dak termasuk kntena Pajak Bum, 
dan Bangunan Perkotaan. 

{SJ P,utang Pajak Waj1b Pajak Orang Pnbad, yang menurut data tunggakan PBS yang 
tIdak dapat atau t1dak mungk,n d1tag1h lag, d1sebabkan karena 

a waj1b pajak dan/atau Penanggung Pajak tldak dapat d1temukan atau men,nggal 
dunia dengan hdak meninggalkan harta warisan dan hdak mempunya1 ahh 
wans atau ahll wans lldak dapat d1temukan. 

b. waj1b pajak danlatau Penanggung Pajak bdak mempunyai harta kekayaan lag,, 

c hdak d1temukan alamat pemilIknya karena objek pajak sudah tutup dan ahh 
manajemen 

d hak untuk melakukan penag,han sudah kedaluwarsa. atau 

e wajIb pajak bdak dapat d1tag1h lag, karena sebab lam, sepert, waj1b pajak yang 
t1dak dapat d1temukan lag, atau dokumen-dokumen sebaga, dasar penag,han 
pajak hdak lengkap atau t,dak dapat d,telusun lag, disebabkan keadaan yang 
tidak dapat d1h1ndarkan sepert, bencana alam. kebakaran dan lain sebagainya, 

f sebab lain sesua, has,I penellt,an 

{6) P,utang pajak Wajtb Pajak Sadan yang menurut data tunggakan PBS yang lldak 
dapat atau t1dak mungkin d1tagih lag, disebabkan karena 

a Waj1b PaJak bubar hku1das1 atau pa,ht dan pengurus. direks,. kom,sans, 
pemegang saham. pemihk modal atau p,hak lam yang dibebani untuk 
melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator bdak dapat d1temukan, 

b. Wa11b PaJak dan/atau Penanggung Pajak lidak memillki harta kekayaan lag,, 

c penag,han pajak secara akt1f telah dilaksanakan dengan penyampa,an Salinan 
Surat Paksa kepada pengurus. d1reksi, l1ku1dator, kurator, pengadilan negen, 
pengadllan maga, ba1k secara langsung maupun dengan menempelkan pada 
papan pengumuman atAu media massa 

d hak untuk melakukan pena9Ihan paJak sudah kedaluwarsa. atau 

e sebab lain sesua, has1I penehhan . 

Pasal 4 

(1) Untuk memast,kan keadaan waJlb paJak atau pIutang pajak yang tidak dapat atau 
lldak mungkin d1ta91h lagi sebaga,mana dImaksud dalam Pasal 2, wa11b dtlakukan 
peneht,an setempat atau penehtian administras, oleh DPPKAD yang hastlnya 
dllaporkan dalam Laporan Hasil Penehhan. 

(2) Laporan Has,I Penehtian sebaga,mana d,maksud pada ayat (1) harus 
menggambarkan keadaan wa11b pajak atau piutang paJak yang bersangkutan 
sebagai dasar untuk menentukan besarnya p,utang paJak yang t,dak dapat dItagIh 
lagi dan diusulkan untuk d1hapus 

Pasal 5 

P,utang paJak sebaga1mana d1maksud dalam Pasal 3 hanya dapat d1usulkan untuk 
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d1hapus setelah adanya Laporan Has,I Penelitian sebaga,mana d1maksud dalam Pasal 
4 

Pasal 6 

(1) DPPKAD set,ap akhir tahun takw1n menyusun daftar usulan penghapusan p1utang 
paJak berdasarkan Laporan Hasol Penehtian sebaga,mana dimaksud dalam Pasal 
5 

(2) Daftar usulan penghapusan p,utang paJak sebaga,mana d1maksud pada ayat (1) 
set,ap awal tahun benkutnya d1sampa1kan kepada Kepala Dlnas 

(3) Oaftar usulan penghapusan p,utang paJak yang telah d1tehti dari DPPKAD akan 
d1Jad1kan dasar pert,mbangan penghapusan p1utang oleh Wahkota. 

Pasal 7 

(1) Formulir yang d1pergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan p1utang paJak 
adalah daftar piutang paJak yang diperk,rakan t,dak dapat atau t,dak mungkon lag, 
untuk d,lakukan penelot,an setempat atau penelitian adminostras, tentang 
kedaluwarsa penag,han paJak 

(2) Buku yang d1pergunakan untuk pelaksanaan usul penghapusan piutang paJak 
adalah buku register usulan penghapusan p,utang pajak 

13) Bentuk formulor dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). secara 
teknis d1atur dengan surat keptusan kepala DPPKAD 

Pasal 8 

(1) Berdasarkan permohonan penghapusan sebaga,mana d1maksud dalam Pasal 3 
ayat (5) dan ayat (6), Kepala Donas dapat menetapkan penghapusan piutang paJak 
sampa, dengan Rp 500 ooo·oo0.00 (lima ratus JUla rupiah) 

(2) Penghapusan p,utang paJak Waj,b Pajak Sadan sebaga,mana dalam Pasal 3 ayat 
(6) yang besarnya diatas Rp. 500.000 000.00 (lima ratus JUta rupiah) d1tetapkan 
oleh Walikota 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 9 

Peraturan Wallkota ,ni mula, berlaku pada tanggal 1 Januan 2013 

Agar setiap orang mengetahuinya. memenntahkan pengundangan Peraturan Walikota 
,no dengan penempatannya dalam Berota Daerah Kota· Pekalongan 

Dotetapkan di Pekalongan. 
pada tanggal 6 A.ptua 2012 

WAL~ 

MOHAMAD BASYIR AHMAD 


